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MOTTO:

“Mengawali itu susah, menjalani itu bosan dan mengakhiri itu 

sedih namun di dalam perjalanan suatu proses, kemudahan 

dan kesulitan hanya kita yang menentukan dengan kemauan,

kegigihan, dan kemampuan hingga mencapai hasil akhir dari

perjalanan”.

(AFRIZAL)

Kupersembahkan untuk :

- Ibu dan Alm.Ayah Tercinta

- Adik-adikku tersayang
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat 

rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Terhadap Dana 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang merupakan persyaratan untuk menempuh 

ujian Skripsi/Komprehensif pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Di dalam skripsi ini ada 4 bab yang dikemukakan, pertama (bab I) tentang 

latar belakang penulisan skripsi, bab II tentang tinjauan pustaka, bab III di 

kemukakan pembahasan, dan bab IV kesimpulan dan saran yang penulis dapatkan 

selama pengerjaan skripsi ini. Adapun latar belakang penulisan skripsi ini karena 

tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia menyangkut keuangan negara terjadi

di segala hal baik itu pengeluaran keuangan maupun penerimaan keuangan negara.

Dalam kesempatan ini penulis mengambil tetang praktik korupsi yang menyangkut

dana penerimaan negara bukan pajak di mana terdapat kewenangan jaksa sebagai 

penegak hukum untuk melakukan penyidikan dan tindakan-tindakan pencegahan 

yang dapat di lakukan jaksa terkait adanya kasus tindak pidana korupsi ini.

Walaupun dalam pengerjaan skripsi ini, penulis sedikit banyak menemui 

kendala dan hambatan, namun akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik 

dan lancar. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat 

banyak kekurangan, di samping karena bersumber dari penulis, juga karena



keterbatasan ilmu yang tidak pernah mencapai kesempurnaan, tetapi dengan 

kekurangan itu, penulis berharap agar dapat memacu untuk upaya penyempurnaan 

dalam penyusunan skripsi ini serta memberikan sesuatu yang lebih baik dan berarti 

bagi para pihak yang membutuhkan

Palembang 5 November 2009

Penulis
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari 

pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi pemerintah untuk 

mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan 

kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, 

meningkatkan pendapatan nasional, mencapai ;stabilitas perekonomian, dan

menentukan arah serta prioritas pembangunan secitra umum.

Keuangan Negara yaitu seluruh kekayaari negara dalam bentuk apapun yang

dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didadamnya segala bagian kekayaan

inegara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat

lembaga negara baik ditingkal pusat maupun ditingkat daerah;

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggug jawaban Badan

Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum,

dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan

peijajian dengan negara.

Majalah Hukum Varia Peradilan. Ikatsrt Hak m jfaAnrarir (fKAh"} TkiVoiT Ke XXNi 
No.275. Oktober 2008. Hal. 36
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Salah satu unsur APBN adalah anggaran pendapatan negara dan hibah yang 

2diperoleh dari:

1. Penerimaan perpajakan;

2. Penerimaan negara bukan pajak;

3. Penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Penerimaan negara bukan pajak ialah seluruh penerimaan pemerintah pusat 

yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Seluruh penerimaan negara bukan 

pajak wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara yang dikelola dalam sistim 

anggaran pendapatan belanja negara. Penerimaan negara bukan pajak di pungut atau 

di tagih oleh instansi pemerintah (Departemen d an Lembaga Non Departemen) sesuai 

dengan perintah undang-undang atau peraturan pemerintah atau penunjukan dari 

menteri keuangan, berdasarkan rencana penerimaan negara bukan pajak yang dibuat

oleh pejabat instansi pemerintah tersebut.

Penerimaan negara bukan pajak memiliki arti dan peran yang sangat penting

dalam pembiayaan penyelenggaraan pemeri utahan negara dan pembangunan

nasional. Oleh karenanya, diperlukan langkah-l.angkah pengadministrasian yang 

efisien agar penerimaan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.3

Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam UU No.20 Tahun 1997 

dapat dikelompokan meliputi:

2 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indones ia Nomor 41 Tahun 2009 tentang APBN 
2009 mendefinisikan pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari 
penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, sertai penerimaan hibah dari dalam dan luar 
negeri.

wttwti ?-er2frcff'arj Vmnirtefri 'fcejye&Mfu 'ndRM&ich ’lVo TI W/ ‘cCTtacrg
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
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a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
b. Penerimaan dari pemanfaatan suimber daya alam;
c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang 

dipisahkan;
d. Penerimaan dari hasil-hasil kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

pemerintah;
e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari 

pengenaan denda administrasi;
f. Penerimaan berupa hibah yang mefzipskssr Hssk
g. Penerimaan lain yang diatur dai am undang-undang tersendiri.

Pengelompokan Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut kemudian

ditetapkan dalam PP No.22 Tahun 1997 yang telalb diubah dengan PP No.52 Tahun

1998 dengan menjabarkan jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku

.4umum disemua Departemen dan Lembaga Non Departemen, sebagai berikut:

a. Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran 
pembangunan);

b. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara;
barang,'’ftdK&ya&fr ragara,

d. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro);
e. Penerimaan Ganti Rugi atas kerugian negara;
f. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah;
g. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.

Di dalam pengelolaan penerimaan negara bukan pajak tersebut sering kali 

teijadi penyelewengan dana yang berindikasi korupsi terkait dengan penerimaan 

negara bukan pajak tersebut yang menimbulkan kerugian keuangan atau kekayaan 

negara. Pendapatan negara yang seharusnya di setorkan terlebih dahulu ke kas negara 

tersebut justru dialihkan atau disimpan ke rekening pribadi atau di pergunakan untuk

4 Lampiran I Peraturan Pemerintah Rqycjfetfk tataran 11 Terori W! tatemg tam» fan
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
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memperkaya diri sendiri ataupun orang lain. Tidak adanya nilai angka yang pasti dan 

keterbukaan mengenai jumlah dana penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh 

dan dikelola oleh suatu instansi itulah menjadi salah satu sebab sulitnya melakukan 

kontrol terhadap pengelolaan dana yang seharusnya menjadi pendapatan negara

tersebut.

Tindakan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara sec;ara melawan hukum itu disebut 

korupsi. Menurut Fockema Andreae kata koi*upsi berasal dari bahasa latin: 

“corruption” atau “corruptus”.5 Selanjutnya disebutkan bahwa corruption itu berasal 

pula dari kata asal Corrumpre„ suatu kata latin yan% lebih tua. Dari bahasa latin itulah

turun kebahasa Eropa seperti Inggris, yaitu Corruption, corrupt; Perancis, yaitu

corruption; dan Belanda, yaitu corrupiie (korup tie)). Dari bahasa belanda inilah kata 

itu kemudian turun ke bahasa Indonesia, yaitu “Korupsi”.

Istilah korupsi yang telah di terima dalam pembendaharaan kata bahasa 

Indonesia di simpulkan oleh Poerwadarwinta dalam kamus umum bahasa Indonesia, 

yaitu korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang 

sogok dan sebagainya.6 Tindak pidana korupsi pada mulanya hanya terbatas pada 

tindak pidana penyuapan saja, yang kemudian menjadi lebih luas. Selain istilah 

korupsi tersebut, di Indonesia korupsi di kerial dengan singkatan KKN (Kolusi, 

Korupsi dan Nepotisme).

Andi Hamzah. “Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana Nasional dan 
Internasional''. Rajagrafmdo Persada. Jakarta. 2005. Hal 4.

6 Ibid. Hal 5-6.
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Definisi korupsi yang lebih jelas yang bany ak dikutip, yaitu tingkah laku yang 

menyimpang dari tugas-tugas resmi dari sebuah jabatan negara karena keuntungan 

status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok 

sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksana beberapa tingkah laku pribadi.

Praktek korupsi sebenarnya sudah ada pada zaman penjajahan Belanda. 

Pemerintah pada waktu itu sudah mengantisipasi dengan mensisipkan Pasal Khas 

Indonesia dalam KUHPidana (Wetboek Van Sirafi~ect) yang merupakan saduran dari 

Wetboek Van Strafrecht Belanda. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 423 dan 425. 

Ternyata korupsi tersebut tetap merajalela dam dirasakan pasal-pasal dalam 

KUHPidana kurang efektif untuk menanggulanginya, kemudian pemerintahan dalam 

perkembangan selanjutnya, membuat peraturan perundang-undangan tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi.'

Pada tahun 1957 dikeluarkan peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor:

Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957;Nomor Prt/lPM/06/1957 tanggal 27 Mei 1057;

nomor:Prt/PM/011/1957 tanggal 1 Juli 1957. Dakim konsiderans peraturan nomor:

Prt.Pm/06/1957 jelas sekali dicantumkan maksud ditetapkannya peraturan itu untuk

7 Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Koriupsi dan perubahannya :
a. Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor: Prt/PM/06I 957 tanggal 9 April 1957; Nomor Prt/PM/061957 

tanggal 27 Mei 1057; nomor Prt/PM/11/1957 tanggal 1 Juli 1957;
b. Peraturan Pemerintah Pengganti Uadang,-Uwia'v% 9 bini. L96A Vnmnr. 2A, i. rjnhnmn. N^yir.a.

Tahun 1960 No.72. tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi 
(berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 mcniiadi Undang-Undang No.24 Prp Tahun 1960 tentang 
Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidiuna Korupsi);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tuhun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Konpsi 
(Lembaran Negara Tahun 1971 No. 19);

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Taliun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 140);

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahuni 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Konipsi ( Lembaran Negara Tahun 2001 No.134).
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memberantas korupsi dan anggapan peraturan yang ada tidak cukup memadai: 

“bahwa berhubungan tidak adanya kelancarun dalam usaha-usaha memberantas 

perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan -dan perekonomian negara yang 

khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu cara kerja untuk 

dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi.

Namun pada kenyataannya perbuatan k orupsi tidak berkurang bahkan terus 

menanjak merajalela dan pada tahun 1960 ditetapkan Undang-Undang (Prp) Nomor

8

24 tahun 1960 yang merupakan pembaharuan dari Peraturan penguasa Perang Pusat

yang isinya hampir sama hanya ditambahkan d;an diperluas dengan pasal-pasal

KUHPidana yang dimasukkan yaitu Pasal 415, 416, 417, 423, 425, 435. Dan

kemudian peraturan tersebut diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1971. Undang-undang tersebut berlaku cukup lama, baru pada tahun 1999

dibuat undang-undang yang baru dengan alasan yang sama bahwa Undang-Undang

nomor 3 Tahun 1971 sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan keadaan dan 

tuntutan reformasi yaitu dengan diundangkannnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001.

Pergantian undang-undang tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan dan 

menurut pertimbangan bahwa berhubungan dengan perkembangan masyarakat, 

khususnya dalam rangka penyelamatan keuangan dan perekonomian negara untuk 

terlaksananya program pembangunan nasional.

Santoso. “Tugas dan Wewenang Pedata dan T2Aa Usoho Negara", tetesan K^orrc 
Republik Indonesia. 2005. Hal 2. S
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Tindak Pidana Korupsi merupakan tindtik pidana yang dapat digolongkan ke 

dalam apa yang disebut “White Colar Crime” yaitu kejahatan yang dilakukan oleh 

orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat dan dilakukan 

sehubungan dengan tugas atau pekerjaannya.

Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara, yang pada saat yang sama merugikan 

rakyat. Korban (victims) dari kejahatan korupsi adalah negara dan rakyat, karena 

dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi 

berkurang dan terganggu.9

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia 

seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang seluruhnya adil, makmur, sejahtera, dan

tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan

masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera tersebut perlu secara terus 

menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pada umumnya dan tindak pidana korupsi pada khususnya.

Usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi itu dilakukan 

secara menyeluruh, baik dibidang Refresif maupun dibidang Preventif. Dibidang 

refresif dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak 

pidana korupsi sedangkan dibidang preventif la ngkah-langkah untuk mencegah dan 

mengurangi kemugkinan timbulnya korupsi antara lain perbaikan aparatur pemerintah 

yang baik, prosedur maupun kinerja dari personalnya.

9 Varia Peradilan.£oc Cit. Hal. 34.
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Dalam sistem peradilan pidana Indonesi a yang didasarkan kepada UU No. 8 

Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undamg- Undang Hukum Acara Pidana) 

penegakan hukum dilakukan oleh Kepolisian (Peny idik), Kejaksaan (Penuntut), dan 

Kehakiman (Pemberi Hukuman). Selain ketiga lembaga tadi, sebagian besar ahli 

hukum menyebutkan pula lembaga permayarakatan dan lembaga bantuan hukum 

sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.10

Kalau di simak Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 khususnya 

Pasal 30 ayat (1) huruf d, disebutkan bahwa di bidang pidana kejaksaan mempunyai 

tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tentunya, 

berdasarkan undang-undang yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf

d adalah sebagai berikut:

Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimanan diatur 
misalnya dalam Undang-Undang Mo, 26 T<jJvjji 2000 tentan% Pengpdikm Hak. 
Asasi Manusia dan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 
20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. Ji.9 Tcdcarc 26\f?2 «tanUng» JComvsv 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehubungan penjelasan tersebut diatas 
kalau kita simak khususnya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- 
undang No. 20 Tahun 2001 dan tidak ada satu pasalpun yang secara jelas 
menentang kewajiban jaksa sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi.

Istilah penyidikan merupakan padanan kata dari bahsa Belanda ”opsporing”, 

dari bahasa Inggris ”investigation” atau dari bahasa Latin ”investigatiori” atau dari

10 SM. Amin. “Hukum Acara Pengadilan Negerf’. Pradnya Pramita. Jakarta. 1981 .Hal 42.
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bahsa latin ”investigatio”. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 KUHAP, dapat 

disebutkan bahwa:11

”Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya

Menurut S.M.Amin tugas Kejaksaan terletak dalam dua lapangan yaitu 

lapangan Pengusutan dan lapangan penuntutan y ang bersifat represif. Artinya bukan 

hanya untuk melaksanakan kekuasaan negara dibi dang penuntutan tetapi kejaksaan

juga berhak melakukan pengusutan terhadap tindak pidana khususnya dalam kasus

korupsi dengan melakukan penindakan.

Fungsi dan tugas jaksa bukan hanya yang bersifat represif tetapi juga bersifat

prepentif yang berkenan dengan ketertiban dan ketentraman umum, antara lain yaitu

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengamankan kebijakan penegakan

hukum dan mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat 

dan negara.13

Terkait penyidikan jaksa terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan 

pendapatan negara bukan pajak, jaksa tidak dapat langsung mengatakan bahwa 

didalam instansi yang terkait tersebut telah terjadi tindak pidana korupsi. Terhadap 

dugaan terjadi tindak pidana korupsi didalam suatu instansi terhadap pengelolaan

Yudi Cristiana “Independensi Kejaksaan dulanr Penyidikan Korupsi”. PT Citra Adi tv a 
Bakti. 2005. Hal 78.

12 S.M.Amin. Op Cit. Hal 32.
Surachman dan Andi Hamzah. Jaksa di Berbagai Negara "Peranan Kedudukannya”. Sinar 

Grafika. Jakarta. 1996. Hal 42.
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penerimaan negara bukan pajak tersebut haruslah disertai dengan bukti awal yang 

kuat dan sah yaitu melaui audit atau hasil perhitungan yang sah oleh BPK (Badan

Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan)

dimana dari hasil audit dari BPK atau BPKP itu zikan menjelaskan telah terjadi atau

tidaknya penyelewengan pengelolaan dana ataupun kerugian keuangan negara.

Kegiatan audit oleh BPKP itu menyangkut audit Terhadap APBN atau audit

investigasi (audit Khusus) untuk mengungkap adanya praktek tindak pidana korupsi

dan penyimpangan lain.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terkait tata cara penyidikan tindak 

pidana korupsi oleh kejaksaan mengenai penerimaan negara bukan pajak, maka 

penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh d;m mendalam dan menuangkannya ke 

dalam skripsi yang beijudul “PENYIDIKAN TlNDAK PIDANA KORUPSI

OLEH KEJAKSAAN TERHADAP DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN

PAJAK”.
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1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut ciiatas, maka dapat ditarik pokok 

permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini antara lain

adalah

1. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana korupsi terhadap dana

penerimaan negara bukan pajak ?

2. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan

terhadap dana penerimaan negara bukan pajak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penu lisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan upaya mencegah tindak pidana korupsi terkait dana

penerimaan negara bukan pajak.

2. Untuk menjelaskan proses tata cara penyi<dikan dan peranan jaksa tehadap 

tindak pidana korupsi terkait dana penerimiian negara bukan pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin di peroleh dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat teoritis dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi wawasan yang 

berguna bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan sebagai bahan hukum 

terutama ilmu hukum pidana, khususnya mencegah terjadinya tindak pidana 

korupsi didalam pengelolaan dana penerimtian negara bukan pajak.
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2. Manfaat praktis dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan suatu 

masukan kepada jaksa dalam mengatasi masalah tindak pidana korupsi terkait 

dana penerimaan negara bukan pajak

1.5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang menurut 

Jonny Ibrahim adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran 

berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, logika keilmuan yang ajeg 

dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara 

kajian hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya ilmu hukum itu sendiri.14 

Pendapat dari Jonny Ibrahim ini diperkuat oleh pendapat Soeijono Soekanto yang

menjelaskan tentang metode penelitian hukum secara normatif, yaitu penelitian

hukum dengan menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum 

sekunder yang mencangkup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.15

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sementara sumber data 

diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah semua data dan atau 

informasi yang berhubungan dan berguna bagi penelitian ini yang penelitiannya 

diperoleh secara langsung melalui studi lapangan, dzm data sekunder meliputi:

‘‘Jonny fbnS\im'vTeorf dan Metode Penelitian Hukum Hormatif**\ Sayumedia. Malang. ZUUb' 

15 Soeijono Soekanto. “Pengantar Penelitian Hukum' ’.UI PerssJakarta. 1984 Hlm 51-52.
Hlm 47.
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sl Bahan hukum primer, yaitu bahan - bah an hukum yang mengikat, terdiri 

dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan 

dengan materi penulisan skripsi ini seperti:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, 

Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan 

Negara Bukan Paj ak.

3. Keputusan bersama Jaksa Agorng dan Kepala Badan Pengawas 

KeUangan dan Pembangunan No :KEP-017/J.A/2/1994, No 

:KEP-42/k/1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama 

Kejaksaan dengan Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan dalam menangani kasus perdata yang 

menimbulkan kerugian/kekayaam Negara.

b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai 

kedudukan bahan hukum primer, meliputi:

1. Buku-buku literatur;

2. Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah 

lainnya;

3. Ketentuan-ketentuan lain yarig mempunyai keterkaitan langsung 

dan relevan dengan objek kaj ian penelitian
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c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk, 

maupun penjelasan terhaclap bahari hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, meliputi:

1. Koran, majalah jurnal ilmiah;

2. Internet;

3. Kamus-kamus hukum dan referemsi lainnya yang relevan.

3. Penetapan Sampel

Penetapan sample dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, 

elemen yang dimasuk did alam sampel yaitu mereka yangpengambilan

representative atau mewakili, sehingga apa yang menjadi tujuan dari penelitian dalam 

menjawab permasalahn dalam skripsi ini dapat tercapai. Dalam hal ini penarikan

sample diwakili oleh 1 orang jaksa muda di bidang pidana khusus dan 1 orang

pegawai dari Badan Pengawas Keuangan dan Pemhangunana (BPKP) di Palembang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer, penulis mielakukan pengumpulan data dari

JAM PIDSUS di Kejaksaan Tinggi serta Badan Pengawas Keuangan dan 

pembangunan (BPKP) di Palembang dengan menggunakan metode :

1. Wawancara

Untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan cara studi 

langsung dilapangan melalui wawancara aktif dan metode kuisioner

yang dilakukan terhadap responden yang menjadi sumber informasi
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dalam penelitian ini. Metode wawancara dilakukan dengan cara 

Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan pihak 

Kejaksaan dan BPKP sebagai responden yang dianggap relevan 

dalam penelitian ini. Metode ini digunakan secara terbuka dan 

mendalam untuk menjawab pertanyaan secara bebas. Hal ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam

tentang informasi yang sesungguhnya dari responden. Metode

kuisioner dilakukan dengan m enyebarkan daftar pertanyaan dengan

informan atau responden yang dianggap layak dan diharapkan dapat

mengembalikan daftar pertanyaan tersebut lengkap dengan

jawabannya secara tertulis dalam waktu yang ditentukan oleh

peneliti. Metode kuisioner ini dilakukan dengan tujuan untuk

mengetahui gambaran secara umum tentang pengetahuan dan 

keterlibatan para responden yang berkaitan dengan permasalahan

yang dibahas dalam penelitian mi..

2. Dokumentasi

Yaitu dengan melakukan pengumpulan dokumen-dokumen 

berhubungan dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi.

yang

b. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder, peneliti melakukan studi kepustakaan 

berupa pencarian literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

baik melalui perpustakaan umum ataupun sarana internet. Untuk
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mendukung data primer dimaksud, dila kukan penelusuran data sekunder

berupa data-data yang berhubungan den gan JAM PIDSUS, PNBP, BPKP

dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini.

5. Analisis Data

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dalam bentuk analisa kualitatif, yaitu

analisa data yang berasal dari data lisan dan tertulis dan dianalisis satu persatu

selanjutnya disusun secara sistimatis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang 

ada dalam bentuk skripsi. Maka, permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan 

secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara khusus 

berdasarkan hal-hal yang bersifat umum.
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